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PENETAPAN 

Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Tbn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara 

Permohonan Dispensasi Kawin, antara : 

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, 

sebagai Pemohon I; 

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu 

rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, 

sebagai Pemohon II; 

 

- Pengadilan Agama tersebut; 

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  

- Setelah mendengar Keterangan para Pemohon di muka sidang; 

TENTANG DUDUK PERKARA 

Bahwa, telah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 20 

Nopember 2017, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama 

Tuban dengan Nomor:0420/Pdt.P/2017/PA.Tbn.;  

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon  I dan 

Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis hakim telah memberikan nasehat 

terkait permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak  para Pemohon ; 

Bahwa, atas nasehat Majelis tersebut para Pemohon menyatakan 

mencabut permohonannya; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka 

semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari penetapan ini.; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;  

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim para Pemohon 

menyatakan mencabut permohonannya; 
 Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkaranya ini terhadap Termohon yang bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Tuban dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; 

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut 

permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok 

perkaranya; 

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, 

namun karena perkara ini telah didaftar dalam regester perkara dan dalam 

bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 

tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.;  

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 

diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama serta  segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;  

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

0420/Pdt.P/2017/PA.Tbn, dari para Pemohon.; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara. 

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah  Rp.211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu  rupiah); 

 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 

04 Desember 2017 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai 

Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing 

sebagai hakim Anggota.  Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi, bertepatan 

dengan 16 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi oleh hakim 
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anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti , 

dengan dihadiri oleh  para Pemohon. 

 Ketua  Majelis, 

 

 
 

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. 

  

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, 

  

  

  

H. ANSHOR, SH Drs. AUNUR ROFIQ, MH. 

  

 Panitera Pengganti, 

  

  

  

 H. MASHUDI, S.Ag. MH 

  

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran  : Rp  30.000,00 

2. Biaya Proses  : Rp  50.000,00 

3. Biaya Panggilan    : Rp120.000,00 

4. Biaya Redaksi : Rp    5.000,00 

5. Meterai          : Rp    6.000,00 

   Jumlah              Rp211.000,00  

(dua ratus sebelas ribu rupiah) karena  1. Nafkah selama berpisah (madliyah) sebesar Rp. 

2. Nafakah selama Iddah sebesara Rp. 
3. Mut'ah sebesar Rp. 

4. Nafkah pemeliharaan anaka setiap bulannya sebesar Rp. 
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